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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG
Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Kota
Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 26 Tahun 1998;

. bahwa memperhatiakan perkembangan peraturan yang baru di bidang
kependudukan, kondisi dan dinamika penduduk yang yang semakin
berkembang, serta kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status
pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Bandung, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru b,
perlu  membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengingat . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagimana tealah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang No 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentaun Pokok
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851.);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4634);

11. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4768);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status

Kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi;

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi
Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-
Istiadat Cina;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem

Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

21. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
Penyelidikan terhadap Pelangaran Peraturan Peraturan Daerah yang
Memuat Sanksi dan Acaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat IT Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kota Bandung Tahun
2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung

tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

Walikota adalah Walikota Bandung.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Administrasi ...
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. Administrasi Kepedudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

peribadatan dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lainnya.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

bertempat tinggal di daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

undang-undang sebagai WNIL.

Orang Asing adalah orang bukan WNI.

Kepala Keluarga Adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap
keluarga.

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. Kepala kesatriaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-
lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Anggota Keluarga adalah orang yang nama dan identitas biodatanya

tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi

tanggung jawab Kepala Keluarga.

Penyelengara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan

berwenang dalam urusan administrasi Kependudukan.

Instansi Pelaksanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang

melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang

terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan

atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa

kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
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